
 

 
 
 

BUPATI PATI 
 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 39 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2012 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

KABUPATEN  PATI TAHUN  ANGGARAN  2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI   PATI, 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD, disebutkan Pimpinan dan 

Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan 

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;  

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) point b Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

diubah kali terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011, perubahan APBD dapat dilakukan 

apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja; 

 

 

 

SALINAN 



 

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 27 tahun 

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012, kegiatan yang 

digunakan untuk menampung pembayaran premi asuransi 

DPRD Kabupaten Pati dan Bupati Pati adalah Kegiatan 

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan PNS sehingga perlu 

dilakukan perubahan nomenklatur kegiatan; 

d. bahwa perubahan nomenklatur kegiatan Penyediaan Jasa 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS menjadi kegiatan 

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan telah 

mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Pati dengan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 24/KEP/2012 tentang Persetujuan Penetapan 

Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan 

Bupati;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas  

Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3569); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

 

 

 

 



 

9. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4438) ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  3098) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor); 

 

 

 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 



 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4585) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 



 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  2 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pati Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2012 Nomor  2 ); 

29. Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 72 ). 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  

DAERAH  KABUPATEN  PATI  TAHUN  ANGGARAN  2012. 

Pasal  I 

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 

Tahun 2012 Nomor 72), nomenklatur Belanja Langsung 

kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati  

Kode rekening  1.20.1.20.03.01.04  Penyediaan jasa 

jaminan pemeliharaan kesehatan. 

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati  

Kode rekening  1.20.1.20.04.01.04  Penyediaan jasa 

jaminan pemeliharaan kesehatan. 

 

 

 

 



IND ANTO SH.MSi 
bina Tingkat I 

NIP, i9670226 199203 1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Ul(UM 

 

 Pasal II 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal  21  Juni 2012         

Pj. BUPATI PATI, 

           ttd 

Ign. INDRA SURYA 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal  21 Juni 2012      

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PATI,  

      ttd        

                 DESMON HASTIONO 

 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR  162  

 

 


